WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOM.OR 60
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEZLANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 201¢

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 38

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
mengatur dalam hal Permerintah Daerah mempunyai
kewajiban kepada Pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan
yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya,
maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja
dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening
berkenaan dan dana trar:isfer ke Daerah sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam
keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yeng ktelum
dianggarkan, maka Pzmerintah Daerah dapat
melaksanakan kegiatan dimaksud dengan meadahului
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahen APBD
Tahun Anggaran 2019 dengan cara menetapkan Feraturan
Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturar. Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bata:n Nomor
60 Tahun 2018 tentang Perjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Betam Tahun Anggarar. 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Kar:mun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingidan Ko:a Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undarg-undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan



10.

11.

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupater. Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Habupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaren Negara
Republik Indonesia Tahurt 2008 Nomor 107, Tambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48&0);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teatang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung  Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaren Negare
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2004 tentaag Sistem
Perencanaan Pembangunen Nasional (Lembaraa Negara
Republik Indonesia Tahur. 2004 Nomor 104, Tambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442:1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarar.
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarar.
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairmane.
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubalan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Ncmor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeleaggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Ncmor 41, Tambahan Lembararn
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarar. Negara
Republik Indonesia Tahur. 2005 Nomor 140, Tambaharn
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47&8);



Menetapken :
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13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200& tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemesrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tehun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tehun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negare Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tehun 2018
tentang Pedoman Penyustunan Anggaran Pendspatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokesi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tatun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangar Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomo: 100);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Takun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor &,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanje Daerah
(APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (.embaran
Daerah Kota batam Tahun 2018 Nomor 6);

Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 201&
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjz
Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Beritz
Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 648
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakair dengan
Pertauran Walikota Batam Nomor 21 Tahun 201¢
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikotea
Batam Nomor 60 Tahun 2018 tentang P’znjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kcta Batarn
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2019 Nomor 679);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 63 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor
60 Tahun 2018 tentang Penjabzran Anggaran Pendajatan dan
Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berite.
Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 647) sekagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraiuran
Walikota Batam Nomor 21 Tanun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Talun 2018&
tentang Penjabaran Anggaran Pzndapatan dan Belanja Daerah
Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Eatam
Tahun 2019 Nomor 670) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

L. Pendapatan

a. Semula Rp. 2.823.070.230.127,48
b. Bertambah Rp. _ 2,00
Jumlah  Pendapatan  sctelah Rp. 2.823.070.2:30.127,48
Perubahan
2. Belanja

a. Semula Rp. 2.843.370.230.127,48
b. Bertambah Rp. _ 2,00
Jumlah Belanja setelah Rp. 2.843.370.230.127,48
Perubahan

Defisit Setelah Perubahan Rp. (20.300.000.000,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 20.300.000.000,00

2) Bertambah Rp. - 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Rp. 20.300.000.000,00
Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambal: Rp. - 0,00
Jumlah Pengeluaran setelal Rp. 0,00
Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 20.300.010.000,00

setelah Perubal.an

Sisa Lebih/Kurang Rp. 0,00

Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Setelah Perubahan

2. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening.

a. 5.2.2.33.002. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga);dan

b. 5.2.3.11.002. (Belanja M.odal Pengadaan Almari),

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lamgiran I
Peraturan Walikota ini.



3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening:

a. 5.2.2.33.002. (Belanja Barang Yang Akan Liserahkan
Kepada Pihak Ketiga);dan

b. 5.2.3.11.002. (Belanja Modal Pengadaan Alma-i).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam _ampiran
II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintankan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penemoatannya
dalam Berita Daerah Kota Batara.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 Juni 2019

WALIKOTA BATAM

dto
MUHAMMAD RUDI
Diundangkan di Batam
pada tanggal 12 Juni 2019
SEXRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

- JEFRIDIN

BERITA DAZRAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 676





